
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturanhukumkepesertaanpartaipolitikdalampemilihanumumdijaminkan dan 

diaturmelaluiUndang-UndangNomor 7 Tahun 2017, Undang-UndangNomor 2 Tahun 

2011, sertaPeraturanKomisiPemilihanUmumNomor 4 Tahun 2022 yang 

memberikanpengakomodiransyarat dan tahapan yang 

harusditempuhpartaipolitikuntukmenjadipesertapemilumulaidaripemenuhanpersyaratanpart

aipolitikmenjadipesertapemilu, 

pendaftaranpartaipolitiksebagaipesertapemilusertaverifikasipartaipolitikcalonpesertapemilu 

yang terdiriatasverifikasiadministrasi dan verifikasifaktual oleh KomisiPemilihanUmum. 

Adapun 

dalamsetiaptahapantersebuttentupartaipolitikdiwajibkanmemenuhiseluruhpersyaratan dan 

peraturantersebutberlakusertadikenakanbagiseluruhpartaipolitik.  

2. PutusanMahkamahKonstitusiNomor 55/PUU-XVIII/2020 memberikandampak pada 

pelaksanaanverifikasikepesertaanpartaipolitikdalampemilihanumum, 

dimanaamarputusantersebutbersifatbertolakbelakangdenganyurisprudensiterdahulusebagai

manatercantumdalamPutusanMahkamahKonstitusiNomor 52/PUU-X/2012 dan 

PutusanMahkamahKonstitusiNomor 53/PUU-XV/2017.Dissentingopinion hakim 

sertaketerangan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 

BerlakunyaPasal 173 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 

pascaPutusanMahkamahKonstitusitersebutberpengaruh pada 



verifikasipartaipolitikPemilihanumumTahun 2024 yang 

meniadakanverifikasifaktualbagipartaipolitikparlemen yang 

telahlolosverifikasiadministrasisehinggaverifikasifaktualhanyadiberlakukan pada 

partaipolitik yang belummemenuhiverifikasifaktual dan partaipolitikbaru. 

Perbedaanpenerapanverifikasi pada 

partaipolitikinibertentangandengankonsepconstitusional 

designgunamemperkuatsistempresidensialsebagaimanaditegakkandalamyurisprudensiterda

hulu dan tidakmewakilkanpemilu yangdemokratis dan bermartabat yang 

menjunjungadanyapersamaan dan 

kepastianhukumsebagaibentukperwujudannilaidemokrasipemilugunamewujudkankeadilan

pemilu.bahwaMahkamahKonstitusimerubahpendiriannyaterhadapprinsipkeadilan dan 

perlakuan yang sama di hadapanhukum. 

B. Saran 

Sebagaitahapanhuludalamsebuahpenyelenggaraanpemilu, pendaftaran dan 

verifikasipartaipolitikpesertapemiluuntukTahun 2024, 

berdasarkanPutusanMahkamahKonstitusiinidisarankankepadapenyelenggaraPemilu (KPU dan 

Bawaslu) melakukanbeberapahalsebagaiberikut: 

1. Sosialisasikepadapartaipolitikpesertapemiluuntukmenyamakanpemahamansecararegulasipask

aputusanMahkamahKonstitusiNomor 55/PUU-XVIII/2020 

sebagaipijakanakhirdalammemaknaiPasal 173 

untukmelakukanverifikasipartaipolitikcalonpesertapemilu; dan 

MenyiapkanaturanteknissebagaimanaPeraturan KPU dan PeraturanBawaslu. Hal 

demikianditujukanuntukmenghindarimultitafsirbagistakeholder yang terlibatdalampemilu.  
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